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BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 110 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUEKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGS! SERTA TATA KERJA
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRACGA
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANO MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Letentuan Pasal 15 avat (2) huruf d
Peraturan Menteri Pendayagunsan Aparatur Negara dan
Reformasi  Rirckrasi Nomor 25 Tshun 2021  tentang
Penyederhanaan  Struktur Organieasi Pada Instanss
Pemerintah Untuk Penyederhanasn Birckrasi, menegaskan
bahwa Gubernur memberikan Persetujuan Penyederhanaan

Struktur Organisasi kepada Bupati/Walikota untuk dilakukan
Penyederhanaan Struktur Organisasi;

b. bahwa berdasarken surat Gubernur Riau Nomor
060/0ORG.1 /3487 tanggal 29 Desember 2021, telah disenjui

Penyederhanaan Strulktur Orpanisasi Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayvaan.
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis;
Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Dasrah Otonom  Ksbupaten Dalam  Lingkungan Daerah

Provingi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

(Tambahan  Lembaran  Negara  Republilk  Indonesia
Nomor S067);

4, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tabun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494,
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5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negarn Republik Indenesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 35587), scbagaimana lelah diubah  beberapa  kali
terakhir dengan Undang-Undang Nemor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daernh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56749);

Peraturan Pemerintah Notnor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik I[ndonesia
Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerinlah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

lik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebapaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Momor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomeor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 231
Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Perangkat Daerah di

Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Daerah dan Unit Kerja
Pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik
Indonesia Tabun 2016 Nomor 1486);

10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018

tentang Pembinaan dan Pengendalian Penatasn Perangkat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1539);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklamr Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparetur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tehun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aperatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan  Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
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14, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalia Nomor 3 Tahun 2006
temtang  Pembentukan dan  Susunan  Perangkat  Daerah
Kabupaten Bengkalia (Lembaran Daerah Kabupaten Benjglalin
Tahun 2016 Nomor 3) sehagaimana telah diubah dengan
Peratumn Dasrah Kabupaten Penghkalin Nomeor 7 Tahun 2019
tentang Perubahan atas  Perajuran  Daerah  Kabupaten
Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kahupaten Pengkalia (Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkalia Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTLUSKAN

fenctapkan < PERATURAN BUPATI TENTANG  KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS

HBAH |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Benghkalis.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Bengkalis.

3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.

4., Sekretaris Daerah adalah Sekretarls Daerah Kabupaten
Bengkalis.

5. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
adalah Dinas Parwisata, Kebudavaan, Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Benghalis,

fi. Kepala Dinas adalah HKepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Benglalis.

7. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara vang
menduduki Jabatan Adminisirasi pada Dinas Pariwisata,
Kebudayaan, Kepemudasn dan Olahraga Kabupaten Bengkalis.

8. Jebatan Fungsional vang selanjutnya disingkat JF adalah
sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan
dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian
dan keterampilan tertentu.

9. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Fungsional pada Dinas Pariwisata,
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Benghalis.

10. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda vang
melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas
utamanya sebagai pejabat fungsional serta pengelolaan kegiatan
yang sesuai dengan bidang tupasnya.

11.Unit Pelaksana Teknis yvang selanjutnya disingkat UPT adalah
organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis  operasional
dan/atay kegiatan teknis penunjang tertentu pada  Dinas
Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Bengkalis.
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BAB 11
EEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS]

Pasal 2

(1) Dinas Pariwisata, Rebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan vang
menjadi kewenangan daerah.

(2) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
sebagaimana dimalsud pada ayat (1) berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Pasal 3

(1} Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari:

a. Sekretariat, terditd dari:

1. Bubbagian Umum dan Kepegawaian:
2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
3. Kelompak JF,

b. Bidang Pariwisata, terdiri dari:
Eelompok JF.

¢. Bidang Kebudayaan, terdiri dan:
Kelompaolk JF

d. Bidang Kepemudaan, terditi dari:
Kelompok JF.

e. Bidang Olahraga, terdiri dari:
Kelompolk JF.

f. Kelompok JF; dan

g UPT.

(2) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudasn dan Olahraga
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh
gseorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang,
Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

(2) Bagan Susunan Organizasi Dinas Pariwisata, Kebudaysan,
Kepemudaan dan Olahrega sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisshkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pejabat eselon Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan
Mahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2] tediri
dari:

a. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan
Olahraga merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
(eselon I1.D);

b. Sekretaris merupakan Pejabat Administrator (eselon Il.al;
¢. Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator |eselon I1LL);

dan
d. Kepala Subbagian merupakan Pejabat Pengawas (eselon [V.a).
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BAH I
TUGAS DAN FUNCGSI

Bagian Kesatu
Dinas Partwisata, Kebudayaan, Kepemudann dan Olahraga

Paaal

(1) Dinas Pariwisaia, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahrags
mempunyal tugas membantu Bupatl, melaksanakan urisan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tuges
pembantuan di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudasar
dan (ahraga.

(2) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahrags
menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan daerah di bidang pariwisata,

kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;

b. pelaksanaan kebijakan daecrah di bidang
kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
pelaksanaan koordinasi penyedian infrastruktur dan
pendultung di  bidang pariwisata, kebudayaan,
kepemudaan dan olahrags;

d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang
pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;

dan pelaporan
kebudayaan,

pariwisata,

€. pemantauan, pengawasan, evaluasi
penyelenggarasn di  bidang pariwisata,
kepemudaan dan olahraga;

f. pelaksanasn administrasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Dlahraga; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal &

(1) Sekretariat bertugas melakukan pelayanan administrasi,
koordinasi, fasilitasi, pemantauan, cvaluasi dan pelaporan
terkait perencanamn program, keuangan, perlengkapan dan
pengelolaan Barang Milik Daerah, seria kepegawaian dan
umum.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
avat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan

administrasi dalam pengkajian, penyus dan
pe Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat

Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Pﬂljﬂ[l,iiﬂﬂ Kinerja, dan
Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Pariwisala,
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
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b. pemyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar,
prosedur dan kriteria perencanaan program, keusngan,
perlengkapan dan pengelolann Barang Milik Daerah, seria
kepegawaian dan umum;

€. penyelenggaraan pemantuan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas vang telah
dilaksanakan  kepada Kepala Dinas  Pariwisata,
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olsh pimpinan bailk
lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

(3} Dalam pelaksanaan tuges yeng terkait Sekretariat, Sckretaris
dibantu oleh Kelompok JF.

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman,
dan petunjuk teknis serta layanan dibidang umum dan

kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaloa,

(2) Untuk melaksanakan tugas sebapaimana dimaksud
pada ayat (1} Subbagian Umum dan Kepegawaian
menyelenggarakan fungsi:

a. merencanakan  kegiatan Subbagian Umum  dan
Kepegawaian berdasarkan data  kegiatan tahun
sabelumnya dan sumber data yvang ada sebagai bahan
untuk melaksanakan kegiatan scsuai dengan peraturan
perundang-undangan yvang telah ditetapkan;

b. menghimpun dan mempelajan peraturan perundang-
undangan, pedoman dan petunjuk teknis serfa bahan-
bahan lainnya yang berhubungan dengan tuges Subbagian
Umum dan Kepegawaian;

¢, mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah
data serla menganalisa data dan informasi yang

berhubungan dengan tugas Subbagian Umum dan
Kepegawaian  scbagal kerangka acuan/ pedoman

penyusunan rencana kegiatan;
d. menginventarisir  permasalahan-permasalahan  yang

berbubungan dengan tugas Subbagian Umum dan
Kepegawaian serta menylapkan bahan-bahan dalam

rangks pemecahan masalah;

mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan

keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahannys;

f. meneliti usulan permintaan formasi pegawai linglup
dinas, dan menyiapkan kensep petunjuk penyusunan
formasi pegawai schagal perencanaan kebutuhan pegawal
sesuai dengan kebutuhan dinas;

g. mengatur urusan rumah tangga dinas, menata keindahan
dan kebersihan Lkantor, serta keamanan lingkungan

kantor;
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h. melakukan pengelolaan perpustakasn, kearsipan dinas
dan melakukan pendokumentasian kegiatan dinas;

i, melakukan tugas dibidang hukum, organisasi dan
tatalakeana serta hubungan masyarakal;

j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris
tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambnl
dibidang tugranya;

k. melaksanakpn koordinesi penyusunan analisa jabatan,
analisa beban kerja, peta jabatan, proyekal kebutuhan
pegawai, standar kompetensi, evaluasi jabatan, cdan
rencana kerja reformasi birokrasi,

. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum
dan Xepegawaian sesuai dengan data yang ada
berdasarkan kegiatan vyang felah dilakukan untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan

m. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragral 2
Subbagian Keuangan dan Perlengkapan

Pasal 8

{1} Subbagian Keuangan dan FPerlengkapan mempunyai tugas
menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman,
dan petunjuk tcknis scrta layanan di bidang Keuangan dan
Perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Subbagian Keuangan dan  Perlengkapan
menyelenggaralean fungsi:

a. merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan dan
Perlengkapan  berdasarkan data  kegiatan tahun
sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan
untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan vang telah ditetapkan;

b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis
serta bahan-bahan leinnya yang berhubungan dengan
tugas Subbagian Keuangan;

g, mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah
data serta menganalisa dats dan informasi yang
berhubungan dengan tugas Subbagian Keuangan sebagai
keranglka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;

d. menginventarisir  permasalahan-permasalahan  yang
berhubungan dengan tugas Subbagian Keuangan serta
menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan
masalah;

e, mengusulkan kepada Seckretaris tentang penunjukan
bendahara pengeluaran, pembantu bendahara
pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan

pembantu pengurus barang;
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. melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi
terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu
bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus
barang dan pembantu pengurus barang;

g. menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk
penyusunan rencana kebutuhan barang:

h. melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta
membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) dan membuat
Kartu Inventaris Ruangan (KIR);

i, melaksanakan pengelolaan administrasl keuangan yang
mencalup administrasi gaji pegawai, gaji tenaga kerja
sukarela/kontrak, insentif Pegawai Negeri Sipil,
melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan
pembukuan, membuat Laporan Pertanggung Jawaban
(LPJ) keuangan, evaluasi dan laporan kegiatan keuangan
dinas;

j. mengatur perlenglapan kantor, penataan dan
pengamanan asel, tndak lanjut LHP, ganti ragi seria
proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai
petunjuk atasan;

k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris
sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih
lanjut;

1. membuat laporan hasil pelaksanakan tugas Subbagian
Eeuangan dan Perlengkapan sebagai bahan
pertanggungjawaban; dan

m. melaksanakan fungsi lain vang diberikan oleh Pimpinan
hailk secara tertulis maupun lisan sesuai dengan hidang
tfugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanasn tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Pariwisata

Pazsal 9

(1] Bx-da.ng Pariwisata MEempunyai TUgAs memimpin,
melaksanakan, mengevaluas,
nm:qgaﬂrdmaa]km dan mengendalikan tugas-tugas di bidang
pariwisata sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebapanimana dimaksud pada
ayat [1) Bidang Pariwisata menyelengparakan fungsi:

a. pelaksanasn pembinaan, dan pengembangan teknis
kewenangan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatf
berdasarkan kebijakan vang ditetapkan oleh Bupati;

b. penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan dan
pengendalian di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
yang menjadi kewenangan daerah;

c. penyusunan tata ruang kawssan strategis pariwisata;

. pelaksanaan promosi chjek wisata dan produk ekonomi
kreatif baik di dalam maupun luar negeri,

e. penyelenggaraan dan pengawasan pembangunan serta
pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;

Hpir‘llﬂﬁi‘r de MGG ~ EHP’IEC anner



L]

{. penyelenggaraan dan pengawasan standar minimal dalam
bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan

g pelaksanaan fungsi lain yvang diberikan oleh pimpinan baik
gecarn  tertulis maupun lisan sesum denpgan  bidang
tugasnya.

(3] Dalam pelaksanaan fungai terkait dengan Pariwisata, Kepala

Bidang Pariwisata dibantu oleh Kelompok JF.

Bagian Keempat
Bidang Kebudayaan

Pasal 10

(1) Bidang HKebudayaan mempunyai tugas mermimpin,
merencanakan, melaksanakan, mengevaluas,
mengoordinasikan dan mengendalilkan tugas-tugas di bidang
kebudayaan scsuai dengan yvang telah ditetaphan,

(2) Untuk melaksanaken tugas sebagaimana dimsaksud pada
ayat (1) Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanasn pembinaan, dan pengembangan teknis
kewenangan di bidang kebudayaan;

b. penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan -:ia.n
pengendalian di bidang kebudayaan yang menjadi
kewenangan daerah;

¢. pelaksanaan penyelematan pengamanan, pemeliharaan,
pemugaran, penggalian dan peneliban benda cagar budaya
yang berakala kabupaten; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan cleh pimpinan baik
secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang
[UEASnVA.

(3] Dalam pelaksanaan fungsi terkait dengan Kebudayaan, Kepala

Bidang Kebudayaan dibantu olch Kslompok JF,

Bagian Kelima
Bidang Kepemudaan

Pasal 11

(1) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas memimpin,
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi,
mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang
kepemudaan sesuai dengan peraturan yang telah ditetaphan.

(2} Untuk melaksanakan tugas scbhagaimana dimaksud pada
ayat (1) Kepala Bidang HKepemudaan menyelenggarakan
fungsi:

a. perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan,
pembinaan dan pengembangan kepemudaan;

b. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan
kepemudaan yang meliputi kelembagaan, produktifitas
dan program pengembangan anak, rﬂma,]aldm pemuda
serta perencanasn, pergendalian dan evaluasi;
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¢. pelaksanaan koordinasi dengan instanai terkait, lembaga-
lembaga masvarakat dalam rangka pembinaan dan
pengurusan serta pengendalian program pendavagunaan
di bidang Kepemudaan;

d. perumusan kebijakan PEreTCRnaNT, pemanfnatan,
pengendalinn  dan  evaluasi, sarana  dan  prasarana

kepemudaan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pirpinan bailk
gecara  tertulis maupun lisan  sesuai dengan  bidang
tugasnya.
{3) Dalam pelaksanaan tugas terkail dengan Kepemudaan,
Kepala Bidang Kepemudaan dilantu oleh Kelompok JF

Bagian Keenam
Bidang Olahraga

Pasal 12

(1) Bidang Olahraga mempunyai tugas mrerrimpin,
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi,
mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang
olahraga sesual dengan peraturan vang telah ditetapkan.

(2] Untuk melaksanakan tugas schagaimana dimaksud pada
ayat (1) Bidang Olahraga menyelenggarakan fungs::

a. perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan,
pembinaan dan pengembangan olahraga;

b. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan

vang meliputi penyelenggaraan permasalahan
pembibitan, peningkatan prestasi dan koordinasi kegiatan
olahraga serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi;

¢. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga-
lembaga masyarakal dalam rangka pembinaan dan
pengurusan seria pengendalian program pendayagunaan
di bidang olahraga;

d. perumusan  kebijakan perencanaan, pemanfaatan,
pengendalian dan evaluasi, sarana dan prasarana
olahraga; dan

¢. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik
gecara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang
tugasnya.

(3] Dalam pelaksanaan fungsi terkait dengan Olahraga, Kepala
Bidang Olahraga dibantu oleh Kelompok JF.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Fasal 13

(1) Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan
Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dapat
dibentuk sejumlah Kelompok JF sesuai dengan kebutuhan
dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(2) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetaplcan
dan dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok JF sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan,
analisis jabatan, dan analisis beban kerja,

(4) Pelaksanaan kegiatan Kelompeok JF dilakukan berdasarkan
butir kegintan dan hasil kerja sesuai jenjang JF masing
MAgSIng.

Pasal 14

(1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan fungsional
berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

(2) Penyusunan dan perumusan tuges jabatan dan uraan
kegiatan JF dilaksanakan dengan berpedoman pada tugas
dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan
Olahraga.

(3) Kelompok JF melaksanalkan fungsi sebagaimana dimaksod
pada ayat (2) juge melaksanalkan tugas sebagal
Subkoordinator sebagaimana terlampir dalam Lampiran [I
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 15

(1) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(2) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan
kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif,

(3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam
melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan,
tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

(4) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) d:lahﬂﬂa.n untuk pengembangan hubungan kerja vang
sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian
tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya, agar
terhindar dari tumpang tindih dan duplikasi program kegiatan
secara substansi serta menjamin keselarasan program dan

(%) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan koordinasi
kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah
sesuai pembidangannya.
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(6]

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan

dalam  melaksanakan tugas dan fungsi  serta

pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai

dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-

mAasing.

(7) Tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Keb
Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan i,

eper | oleh  Pejabat
Pimpinan Tinggl Pratama (eselon 11.h), Pejabat hdm{niﬂ.flrumr

(eselon 111.a dan 111.4), Pejabat Pengawns leselon 1V.a), Pejabat
Fungsional dan Pelaksana.

(8) Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan

Olahraga dapat ditetapkan fungsi subkoordinator untuyl

melaksanakan tugas atau fungsi tertentu yang ditetapkan
oleh Bupati.

Olahraga

(9) Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan
serta uraian kegiatan subkoordinator Kelompok JF dan
Kelompok JF serta Pelaksana dikoordinasikan oleh Pejabat
Administrator (eselon I11.a).

(10) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
dapat dibentuk UPT,

(11)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata,
Kebudayaan, HKepemudaan dan Olahraga menerapkan
prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan vang baik, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
UFT

Pasal 16

(1} Pada Dinas dapat dibentuk UPT berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja;

(2) UPT adalah Unit yang melaksanakan kegiatan teknis
operasicnal dan/atau  kegiatan teknis penunjang vang
mempunyal wilayah kerja melipud satu atau beberapa
Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Benglalis.

i3) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara
operasional berkoordinasi dengan Camat.

{4} Fembentukan UFT ditetapkan dengan FPeraturan Bupati

dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 17

Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan
Kelompok JF diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan
Pegawai Megeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan,
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RAR VIN
PEMRIAYAAN

Pasal 1R

Pembinvaan  Pemanglatl  Dasrali  bersumber  dari  Anggaran
Pendapatan dan PBelanja Daerah Kabupaten Henghalin aerta
sumber lainnys vang sah dan thlak mengiknt seauai ketentonn

peratuTan perundang undangan

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Fasal 19

(1) Pada samt Peraiuran Bupati ini berlaku, maka Peratuosn
Bupati Bengkalis Nomor 54 Tahun 2006 tentang Kedudo b
Sumunan Organisasi, Eselonering. Tugas. Fungsi dann Uraian
Tugas serta Tata Kerja pada [Dinas Partwisata, Kebudayaar
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis (Herita Daerab
Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 54) dicabut dan
dinvatakan tidak berlaku.

(2) Pejabat  yang ada tetap menduduki jabatannys  dan
melaksanakan tugas dan fungsi sampal dengan ditetapkaniyva
pejabat yvang baru berdasarkan Peraturan Bupati i

Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannyva dalam Berita

Daerah Kabupaten Bengkahs.
Ditetapkan di Bengkals
pada tanggal 0 Dessmber o0
BUPATI BENGEALIS,
KASMARNI
wndangkan di Benghkalis

da tanggal 31 Lesesber 2021
CKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALLS,

¥ =

H. BUSTAMI HY
ERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR 110
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LAMPIRAN 11 : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR s 4496 Tahum A
TANGGAL f e Peasmbier POSY

TUGAS DAN FUNGS! SUBROORDINATOR KELOMPOK JF PADA DINAS
F#R[WIB.HTA. KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGEKALIS

(. Subkoordinator Kelompok JF Substansi Penyusunan Program, melaksanakan
pelaksanaan dalam merencanakan kegintan  Penyusunan  Program
mrﬁ.ﬂrﬁﬂﬂ data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada
ﬂ:w bahan untuk melakzanakan kegiatan sesuni dengan peraturan
andmg-undangan yang telah ditetapkan,

b. penghimpunan dan pemahaman peraturan perundang-undangan kebijakan
teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang
perhubungan dengan tugas Penyusunan Program:;

¢, pelaksanaan dalam mencari, mengumpulkan, menghimpun secara
sistematis dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi vang
berhubungan dengan ftugas Penvusunan Program sebagai kerangka
acuan /pedoman penyusunan program dan anggaran kegiatan;

d. pelaksanaan dalam menginventarigic permasalahan-permasalahan yang
berhubungan dengan tugas Penyusunan Program serta menyiapkan bahan-
bahan dalam rangka pemecahan masalah;

e. penyiapan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk
teknis pada Substansi Penyusunan Program;

f. pclaksanaan dalam mengoordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan
bidang dan satuan kerja perangkat dacrah terkait lainnya;

g penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja Tahunan/RKT Dinas, Arah
Kebijakan Umum (AKU) Rencana Kerja Perangkat Daecrah (RENJA PD) dan
Laporan Pertanggunglawaban (LPJ), serta Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIF);

h. pelaksanaan dalam mengoordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan penyusunan program,
perencanaan dan anggaran,

i. pelaksanaan dslam mengoordinasi dan sinkronisazi kegiatan antara
aparatur dan publik untuk menghindari tejadinya duplikasi kegiatan;

j» penghimpunan dan penyiapan Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta

inir proses pembahasan dengan instansi terkail sampai menjadi
Dokumen Pelaksanasan Anggaran (DPA);

k. penyusunan kelengkepan administrasi, guna melaksanakan kegiatan
tahunan berupa petunjuk operasional, penunjukan pejabat pelaksana
teknis kegiatan dan dokumen kontrak dan menyiapkan revisi (perubahan)
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPAJ;

L pelaksanasn dalam mempersiapkan perubahan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah guna menampung usulan program pembangunan yang
mendesak yang tidak direncanakan sebelumnya;

m. pelaksanasn dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada
Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di
bidang tugasnya;
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P

laporan pelaksanaan kegiatan pada Substans! Pen
: YUusunan
. pﬂﬂmgnmum dengan dala yang ada berdasarkan kegiatan yang ielah

xan untuk dipergunakan sebagni bahan masukan bagi atasan, dan
o, pelaksanaan mgas Hl':: yang f'?]'i'"-‘ﬂh‘l.n oleh alnsan baik secara tertulis
' maupun lisan sesual dengan bidang tugasnyn dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.
Su inator i{uln.l'npnk JF Substansi Pengembangan Destinasi Pariwisata,
- S ksanakan fungsi:

,, penylapan perumusan kebijakan pada Substansi Pengembangan Destinasi
Pariwisala;

bahan penyusunan rencanm dan  pro E
b, penylapan _ _ program, pemantauan,
ealuasi, p-.:].upamn dan annlisis kegintan pada Substansi Pengembangan
Destinasi Pariwisata;

¢, pelaksanaan dalam koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pada Substansi
Pengembangan Destinasi Pariwisata;

4. pelaksanaan dalam kebijakan pada Substansi Pengembangen Destinasi
Pariwisata;

e pelaksanaen delam pengadministrasian pada Substansi Pengembangan
Destinasi Pariwisata;

[ pelaksanaan dalam menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pada
aubstans Penpembangan Destinasi Fa.riwisum;'

g pelaksanaan bunhmg‘an tekmis  dan supervisi pada Substansi
Pengembangan Destinasi Pariwisata;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Substansi Pengembangan
Destinasi Partwisata; dan

i. peleleanpan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis

maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran
peleksanaan tugas.

Subkocrdinator Kelompok JF Substansi Pengembangan dan Pembinaan

Ekonomi Kreatif, melaksanakan fungsi:

a. pelaksanean  dalam  mempersiapkan  kebijakan pada Substansi
Pengembangan dan Pembinaan Ekonomi Kreatif,

b. pelaksanaan dalam mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan
program, pemantauarn, evaluasi, pelaporan dan analisie kegiatan pada
Substansi Pengembangan dan Pembinaan Ekonomi Kreatif;

C. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pada Substansi
Pengembangan dan Pembinaan Ekonomi Kreatif:

d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam penyiapan ekonomi kreatif
schagai penunjang pariwisata;

e. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pemasaran produk ekonomi
L

pelaksanasn pembinaan kewirausahaan ekonomi kreatif:

B pelaksanaan administrasi pada Substansi Pengembangan dan Pembinaan
Ekonomi Kreatif;

b dalam penyusunan norma, standard, prosedur dan kritena

Pada Substansi Pengembangan dan Pembinaan Ekonomi Kreatif;

L pelaksanaan . :
bimbingan teknis dan supervisi pads Substansi
Fengembangan dan Pembinaan Ekonomi Kreati:
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evaluasi dan pelaporan pada 2 '
w“mﬂ:uﬂnﬂrm Kreatif; dan 1 Substans i""‘“Is:'l'ruhu.lq.-,mh
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2

dalam mempersiapkan perum

u
MW dan atratag Pt‘l'lmmr::" kebljakan g bidang
prasarand pariwisata; ' BTN pengembangan

penyiapan bahan  penyusungg .
b pet tauan  evaluasi, pelaporan dan analisis L:‘lf-ﬂlm tlan PTOgrm,
Pﬂﬂﬂn Pariwisata: Blitan paidn bt

koordinasi dan sinkronisasi  kebijak
C pﬁh‘mn"ﬂu wisata: JAKan  pade  Substans
wmﬁ "

4 pelaksanaan dalam meningkatkan jaringan kerjasama dengan mitrn kerjn

pemasaran pariwisata Daerah ke mancancgara;
: ksanaan penyiapan bahan-bahan pemasaran pariwisata:
‘ jaksanaan pembinaan terhadap mitra pariwisata:
b pelaksanaan administrasi pada Substans: Pemasaran Pariwisata;
Z sunan norma, standar, prosedur dan  kriteria tl  pemasaran
F_ﬂ'.ﬂ&m
j. pelaksanaan bimbingan tcknis dan supervisi pada Substansi Pemasaran
T

;

=

k. pelaksanaan cvaluasi dan pelaporan pada Substansi Pemasaran Pariwisata;
dan

L pelaksanasn fungsi l&.l.n yang t!i'l.'l-&ﬁ'imn nleh atasan baik secarn tertulis
maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnve dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.

Subkpordinator Kelompok JF Substansi Nilai Budaya, melaksanakan fungsi:

2. penyusunan bshan perumusan dan koordinasi kebijakan pada Substansi
Nilai Budaya;

b. penyusunan bahan pembinaan pada Substansi Nilai Budaya;

¢. penyusunan bahan pelestarian pada Substansi Nilai Budaya,

d. pelaksanasn koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pada Substansi Nilai
Budaya;

€. penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria pada Substansi Nilai

L pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada Substansi Nilai Budaya;

E pelaksanasn  dalam memantau, menganalisis, mengevaluasi dan
_ melaporkan kebijakan pada Substansi Nilai Budaya; dan

pel an tugas lain e secara tertulis
m" yang diberikan olch atasan baik seca

“Slpun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangks kelancaran
pel ks
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bahan perumusan, koordinasi kebijakan

dalat? lestarian pada Substansi Cagar Budays,

gan €y idaya dan P
v s 5 S

hinaan dan fasilitasi registrasi pada Bubstansl
pahan P Sejarah;
, permul

lindungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum,

pahan pt =
¥ erbitan izin membawa Cagar budaya keluar daerah
& P"“ﬂﬂn pahan Pe0

d Frwl.“

pnﬂ“ﬁ“‘. e
 provins evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestanan

Al aman dan sejarah; dan
ﬂﬂn Pgrmuﬂl: )
b qubstansi Cagar Budaya, Permuseuman dan

diberikan oleh atasan baik secara tertulis

¥ - - Ang
g hidang tugasnyva dalam ranghka kelancaran

fungs!
, o

gsansar fugas. _
Kelompok JF Substansi Kesenian, melaksanakan fungst:

M AR Jam merencanakan kegiatan kesenian berdasarkan data

helumnya dan sumber data yang ada sehagal bahan

y keglatél mhmu:ﬂia“s:kan kegiatar sesual dengan peramuran perundang-
mmt|gll1 yang telah ditetapkarn;
' dan pemahaman perafiran perundang-undangan kebijakan

b. Pﬂ‘ﬁ"mﬁm!dﬂumn dan perunjuk teknis seta bahan-bahan lainnya Yang
jaksangan dalam mencarn, mengumpulkan, menghimpun, Secara
L s tis dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang
perkubungan dengan TUgAs kesemian sebagal kerangha acuan/pedoman
peniysLnAn rencana kegiatar;
pelaksanaan dalam menginventarisir p:mmaaIahax'Erp:rmaﬂulalmn yang
i terhubungan dengan tugas kesenian Seria menyiapkan bahan-bahan
&aiunrmakapama:ahan masalahy; : .
peleksanaan bl hingan dan pembinaan terhadap nilai-nilai yang berkaitan
# dengan kesenian dan kepercayaan Yang berkembang pada masyarakat;

Ty dalam memfasilitasi dan mengelola kesenian daerah dan
m serta kepercayaan yang werkembang pada masyarakat,

E ptluhnﬂﬂl'l pembinaan dan pengembangan potensi budaya daerah yang
afla menjadi kelompok kesenian yang profesional;

h. pelaksanaan pengajuan usul calon penerima penghargsan
Kesenian pada tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional

L pemberlan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Kebudayan

pada Substansi

mﬂ hﬂlkﬁh'lﬂ.ﬂgkﬂh atau tindakan yang peﬂu diambil;
I pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan bina
mwﬂhﬂ sebagai bahan masukan bagi atasan; dan

bud gesuai dengan
lat'rﬂait.-.-lam dilakulean
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11. Subkeordinator Kelompok JF substansi Pendidikan Olahrags, Rekreasi dan
Tradisional melaksanakan fungsi:

a pelaksanaan persiapan perumusan kebijakan fasilitasi pada Substansi
Pendidikan Olahraga, Rekreasi dan Tradisional;

b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pada Substansi
Pendidikan Olahraga, Rekreasi dan Tradisional:

c. pelaksanaan dalam memepersiapkan penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria pada Substansi Pendidikan Olahraga, Rekreasi dan
Tradisional:

d. pelaksanaan dalam mempersiapkan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi pada Substansi Pendidikan Olahraga, Rekreasi dan Tradisional;

€ pelaksanaan dalam memantau, menganalisis, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanan kebijakan pada Substansi Pendidikan Olahraga,
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glhatanﬂi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
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melaporkan pelaksanaan kebijakan pada Substansi Standarisasi dan

Infrastruktur Olahraga: dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis
maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.
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